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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum media sosial
sebagai alat transaksi jual beli serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian
hukum bagi para pihak dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan doktrinal, serta dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa transaksi melalui media sosial pada dasarnya sah menurut
hukum perdata selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, secara administratif, media sosial tidak dapat
dikategorikan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) sebagaimana dimaksud dalam PP No. 80 Tahun 2019 dan Permendag
No. 31 Tahun 2023, sehingga tidak memiliki kewajiban perlindungan konsumen,
sistem penyelesaian sengketa, maupun tanggung jawab hukum sebagaimana
platform e-commerce resmi. Akibatnya, konsumen dan pelaku usaha dalam
transaksi informal melalui media sosial berada dalam ketidakpastian hukum. Oleh
karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui pendekatan teori kepastian
hukum dan teori hukum pembangunan untuk memberikan kerangka hukum yang
adaptif dan responsif terhadap perkembangan perdagangan digital di Indonesia.

Kata Kunci: Jual Beli, Kepastian Hukum, Media Sosial.



ABSTRACT

This research aims to analyze the legal status of social media as a means of
conducting sales transactions and to examine its implications for legal certainty
for the parties involved within the perspective of Indonesian civil law. The
research method used is normative juridical with a statutory and doctrinal
approach, analyzed through descriptive analysis. The findings show that
htransactions conducted through social media platforms are essentially valid
under civil law as long as they fulfill the legal requirements for a valid agreement
as stated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, from an
administrative perspective, social media platforms cannot yet be categorized as
Electronic Trading System Providers (PPMSE) as referred to in Government
Regulation No. 80 of 2019 and Ministry of Trade Regulation No. 31 of 2023. As a
result, they are not bound by obligations related to consumer protection, dispute
resolution systems, or legal responsibilities, unlike formal e-commerce platforms.
This regulatory gap creates legal uncertainty for both consumers and businesses
in informal transactions through social media. Therefore, legal reform is
necessary through the application of the theory of legal certainty and the theory of
law as a tool of social engineering to establish an adaptive and responsive legal
framework that aligns with the development of digital commerce in Indonesia.

Keywords: social media, buying and selling, legal certainty.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-
21 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Perdagangan
konvensional yang dahulu mengandalkan toko fisik kini perlahan
tergantikan oleh sistem perdagangan elektronik (e-commerce), di mana
penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara fisik untuk melakukan
transaksi.! E-commerce, atau perdagangan elektronik, merujuk pada
pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet atau platform
digital lainnya.>

Munculnya media sosial sebagai sarana transaksi jual beli secara
pribadi (peer-to-peer), seperti melalui aplikasi Instagram, WhatsApp,
Facebook dan Tiktok, yang pada awalnya diciptakan sebagai sarana
komunikasi dan hiburan, kini telah beralih fungsi menjadi wadah
perdagangan informal. Fenomena ini dikenal sebagai social commerce, di
mana media sosial digunakan sebagai platform e-commerce untuk

mempromosikan, menjual, dan membeli produk secara langsung antara

! Mhd. Rasidin, Imaro Sidgi dan Doli Witro, “Drop Shipping in Islamic Economic Law
Perspective: E-Commerce Study Inter Marketplace Drop Ship in the Industrial
Revolution Era 4.0”, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat, Vol. 20,
No. 1, 2020, hlm. 97-106.

2 Alwendi, “Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan” Jurnal Manajemen Bisnis,
Vol. 17, No. 3, 2020, hlm. 319.



penjual dan pembeli melalui media sosial tanpa perantara platform e-
commerce resmi.’

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media sosial saat ini
menjadi tren tersendiri di masyarakat karena kemudahan akses, biaya
operasional yang rendah, serta jangkauan pemasaran yang luas. Hal ini
memungkinkan siapa pun untuk membuka toko virtual tanpa memerlukan
infrastruktur besar atau biaya tinggi.

Penggunaan media sosial untuk jual beli tersebut menimbulkan
persoalan dari segi hukum. Hal ini dikarenakan media sosial secara
fungsional tidak dirancang sebagai platform e-commerce, tidak memiliki
sistem verifikasi identitas pelaku usaha, sistem keamanan transaksi, atau
mekanisme penyelesaian sengketa bawaan sebagaimana marketplace
resmi seperti Tokopedia atau Shopee.

Pada perspektif hukum positif Indonesia, Pasal 1457 KUH Perdata
mendefnisikan jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang
lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.* Lalu pengertian jual
beli online menurut Joshua Purba yaitu transaksi jual beli online
dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik dan jaringan internet,

di mana penjual dan pembeli tidak melakukan pertemuan tatap muka

secara langsung dalam proses transaksinya.’

3 Ayatullah Sadali, Buku Ajar E-Commerce, Cirebon, Ruang Aksara Media, 2024, hlm. 3.
4 Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5 Muhammad Erfan dan Mazrur, Khiyar Jual Beli Online, Yogyakarta, Diandra, 2022,
hlm. 21.



Transaksi jual beli melalui media sosial tetap dapat dianggap sah
sejauh memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya
kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.®
Maka dari itu, secara normatif hubungan hukum antara penjual dan
pembeli yang terjadi secara elektronik melalui media sosial dapat
dikualifikasikan sebagai suatu perikatan yang sah.”

Transaksi elektronik juga telah diakui keberadaannya dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE), di mana Pasal 20 menyatakan bahwa transaksi
elektronik dianggap terjadi sejak adanya penawaran dan penerimaan yang
dilakukan secara elektronik.® Namun demikian, UU ITE tidak secara
spesifik mengatur mengenai aplikasi media sosial sebagai sarana transaksi,
sehingga belum adanya regulasi terkait hal tersebut.

Banyak pelaku usaha yang beroperasi secara informal melalui
media sosial tidak memiliki izin usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), atau
identitas legal yang dapat diverifikasi. Hal ini tidak hanya menyulitkan
proses penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan risiko hukum yang
tinggi bagi pembeli dan pelaku usaha itu sendiri. Dalam praktiknya,
penyelesaian sengketa akibat transaksi semacam ini sering tidak berlanjut

ke jalur hukum karena korban merasa tidak cukup kuat secara pembuktian

® Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"R. Subekti, Hukum Perjanjian (Cet. ke-XII), Intermasa, Jakarta, 2018, hlm. 45.

8 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



atau karena nilai kerugian yang tidak sebanding dengan biaya proses
hukum.

Contoh aktual yang menunjukkan kerentanan hukum dalam praktik
social commerce adalah penutupan layanan TikTok Shop oleh pemerintah
Indonesia pada Oktober 2023. TikTok Shop dihentikan operasionalnya
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023
tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan
Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pemerintah
menilai bahwa TikTok Shop mencampurkan fungsi media sosial dan e-
commerce dalam satu aplikasi, yang dianggap menimbulkan
ketidakseimbangan persaingan usaha dan tidak sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku di Indonesia.’

Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun praktik perdagangan
melalui media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan
digital masyarakat, namun dari sisi hukum belum ada payung regulasi
yang secara komprehensif mengatur mekanisme, tanggung jawab, dan
perlindungan terhadap para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa masih
terdapat kesenjangan yang besar antara pesatnya pertumbuhan e-commerce
informal dan perlindungan hukum bagi konsumennya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen sebenarnya telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

% Nabila Ayu, dkk, “Opini Publik terhadap Kebijakan Penutupan TikTok Shop (Studi
Literatur dan Analisis Sentimen ”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10, no.
16, 2024, hlm. 557.



Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, belum ada
ketentuan eksplisit yang secara rinci mengatur tentang transaksi pribadi
melalui media sosial, termasuk kedudukan hukumnya serta tanggung
jawab pelaku usaha yang tidak terdaftar secara resmi.

Ketiadaan pengaturan teknis mengenai penggunaan media sosial
sebagai alat transaksi jual beli informal ini berdampak pada ketidakpastian
hukum bagi para pihak. Dalam konteks ini, kepastian hukum sebagaimana
dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tidak hanya diukur dari adanya
norma hukum tertulis, tetapi juga dari seberapa jauh hukum mampu
memberikan perlindungan, kejelasan, dan rasa aman kepada masyarakat.
Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai status hukum dari media
sosial sebagai sarana jual beli, maka ketika terjadi wanprestasi atau
sengketa, proses pembuktian menjadi sulit karena tidak adanya dokumen
hukum formal, kontrak tertulis, atau sistem pelaporan transaksi.

Ketiadaan regulasi teknis mengenai penggunaan media sosial
sebagai sarana jual beli, baik dari aspek legalitas pelaku usaha maupun
perlindungan konsumen, berdampak pada lemahnya penegakan hukum. Di
sisi lain, konsumen yang dirugikan seringkali enggan menempuh jalur
hukum karena proses yang rumit, biaya tinggi, dan nilai kerugian yang
tidak sebanding.'®

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan

untuk mengkaji oleh masyarakat, serta implikasi hukumnya terhadap

10 Fazrin, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce
melalui Media Sosial Instagram"”, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6. No. 2,
2023, hlm. 616-623.



kepastian hukum para pihak yang melakukan transaksi tersebut dalam

kerangka hukum positif Indonesia.

. Identifikasi Masalah

Sebagai tindak lanjut dari uraian di atas sekaligus untuk
mempertegas batasan kajian, dapat dirumuskan beberapa permasalahan
sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum aplikasi media sosial via WhatsApp,
Instagram, dan Facebook yang tidak difungsikan untuk jual beli?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap kepastian hukum para pihak

dalam praktik jual beli via media sosial?

. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan
penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum penggunaan
media sosial sebagai sarana transaksi jual beli dalam perspektif hukum
positif Indonesia.

2. Untuk mengkaji dan menjelaskan implikasi hukum dari praktik jual
beli melalui media sosial terhadap kepastian hukum para pihak yang

bertransaksi.



D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua,
yaitu:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara
umum, serta memperluas wawasan dan pengetahuan dalam
pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata
dan perlindungan konsumen, terkait dengan transaksi jual beli online
melalui media sosial.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
pemahaman kepada konsumen, pelaku usaha, dan penegak hukum
mengenai perlindungan hukum yang tersedia dalam menghadapi

wanprestasi dalam transaksi online via media sosial.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur logika konseptual yang
menghubungkan antara identifikasi masalah, teori-teori yang digunakan,
dan arah penyelesaian permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian
ini, kerangka pemikiran dibangun melalui pendekatan teori hukum
pembangunan dan teori kepastian hukum, serta pengkajian terhadap unsur-
unsur hukum e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di

Indonesia.



1. Kerangka Teoritis
a. Teori Hukum Pembangunan

Teori Pembangunan Hukum yang dikemukakan oleh Prof.
Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum tidak hanya
berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dalam
masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan
pembaharuan sosial (law as a tool of social engineering).'!

Dalam konteks penggunaan media sosial sebagai sarana
jual beli, teori ini menjadi relevan karena transformasi digital telah
melahirkan praktik perdagangan yang belum sepenuhnya
diakomodasi oleh regulasi yang ada. Platform seperti Instagram,
WhatsApp, dan Facebook kini dimanfaatkan oleh pelaku usaha
untuk melakukan transaksi langsung dengan konsumen. Namun,
regulasi belum secara tegas mengakui media sosial sebagai sarana
legal dalam transaksi e-commerce. Oleh karena itu, hukum dituntut
untuk berkembang menyesuaikan realitas sosial dengan
menyediakan perangkat hukum yang adaptif dan responsif agar
tercipta perlindungan hukum yang lebih inklusif dan progresif
terhadap para pihak dalam transaksi tersebut.

b. Teori Kepastian Hukum
Teori ini menyatakan bahwa hukum harus memberikan

ketegasan dan kejelasan agar masyarakat merasa aman dan

"' Fitriah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui
Media Sosial”, Solusi, Vol. 18, No. 3, 2020, hlm. 45-50.



terlindungi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kepastian
hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak subjek
hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan yang sewenang-
wenang.'?

Dalam konteks transaksi jual beli melalui media sosial,
kepastian hukum dibutuhkan agar pelaku usaha maupun konsumen
memiliki landasan yang kuat dalam menyelesaikan sengketa,
menuntut hak, atau menegakkan kewajiban. Ketiadaan pengaturan
yang eksplisit mengenai status hukum transaksi di media sosial
menyebabkan posisi para pihak, terutama konsumen, menjadi
rentan. Tidak adanya verifikasi pelaku usaha, sistem penyelesaian
sengketa, maupun kewajiban perlindungan konsumen sebagaimana
diatur dalam platform marketplace resmi, membuat transaksi
melalui media sosial rawan wanprestasi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, “kepastian
hukum itu bukan semata-mata legal certainty dalam arti
positivistik, melainkan juga harus memberi keadilan dan
kemanfaatan dalam masyarakat”. Maka, dibutuhkan kepastian
hukum tidak hanya dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga
perlindungan efektif yang mengakui bukti digital, memperjelas
tanggung jawab pelaku usaha informal, dan memberikan jaminan

hukum bagi konsumen dalam ruang digital.

12 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm. 25.
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2. Kerangka Konseptual
a. Transaksi Jual Beli via Sosial Media

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (PP PSTE), e-commerce atau perdagangan elektronik
adalah “transaksi perdagangan yang dilakukan melalui serangkaian
perangkat dan prosedur elektronik.”

Transaksi jual beli melalui media sosial seperti Instagram,
WhatsApp, dan Facebook secara substantif memenuhi unsur-unsur
e-commerce, yakni:

1. Adanya penawaran dan penerimaan barang/jasa secara
elektronik.

2. Adanya komunikasi digital antara pelaku usaha dan konsumen.

3. Adanya perbuatan hukum berupa transaksi, meskipun informal.

Sehingga, walaupun tidak menggunakan platform
marketplace resmi, transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai
bagian dari e-commerce. Transaksi jual beli melalui media sosial
sejatinya merupakan bentuk perdagangan elektronik sebagaimana
diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
sistem dan transaksi elektronik, hanya saja dilakukan tanpa
dukungan sistem formal.'*> Namun, karena banyak dilakukan secara

pribadi  (peer-to-peer), transaksi ini kurang mendapatkan

3 Yanci Libria Fista, dkk, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-
Commerce”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 177-189.
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pengawasan dan perlindungan sebagaimana e-commerce formal,
seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak yang memiliki sistem
pengembalian dana (refund) dan mediasi sengketa.
b. Kepastian dan Perlindungan Hukum Transaksi via Media Sosial
Dalam konteks hukum perdata, transaksi melalui media
sosial tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut
Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan
hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Meski dilakukan
secara informal, bentuk komunikasi elektronik seperti pesan
WhatsApp atau Instagram DM dapat dikualifikasikan sebagai alat
bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.!*
Belum adanya pengaturan teknis yang tegas mengenai
penggunaan media sosial sebagai sarana jual beli menyebabkan
tidak adanya standar perlindungan hukum yang memadai. Hal ini
menimbulkan risiko wanprestasi, kesulitan pembuktian, dan
lemahnya posisi konsumen secara hukum.
Kerangka pemikiran dalam skripsi ini difokuskan pada:
1. Pengkajian kedudukan hukum aplikasi media sosial sebagai
sarana jual beli berdasarkan peraturan yang ada;
2. Analisis implikasi hukum terhadap kepastian hukum para pihak
yang bertransaksi;
3. Penerapan teori hukum pembangunan dan teori kepastian

hukum untuk menjembatani kekosongan norma serta
mendorong perlindungan hukum yang progresif.

14 Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
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F. Metode Penelitian

1.

2.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis,
yaitu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau
menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta serta hubungan antarfenomena yang diteliti, untuk kemudian
dilakukan analisis lebih lanjut.!> Metode ini bertujuan memberikan
gambaran yang sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta hukum,
serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna
menjelaskan apakah media sosial memiliki dasar legal sebagai sarana
transaksi jual beli menurut hukum Indonesia.

Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,'® maka

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan

karakteristik kajian hukum normatif, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan, vyaitu dengan menelaah
peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUH Perdata,
Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
PP No. 80 Tahun 2019, dan Permendag No. 31 Tahun 2023, untuk
memahami dasar hukum transaksi jual beli melalui media sosial.

b. Pendekatan Konseptual, yaitu dengan menggunakan pandangan

dari para ahli hukum (doktrin) dan teori-teori hukum, seperti teori

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2014, him. 10.
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan

Singkat (Cet. ke-VIII), Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 13.



13

hukum pembangunan dan teori kepastian hukum, untuk mengkaji
keabsahan dan perlindungan hukum dalam transaksi via media
sosial.

3. Tahap Penelitian
Adapun tahapan dalam penelitian ini meliputi:

a. Tahap identifikasi dan perumusan masalah, untuk menentukan
fokus kajian dan rumusan masalah berdasarkan fenomena
penggunaan media sosial sebagai sarana jual beli serta persoalan
kepastian hukum bagi para pihak dalam perspektif hukum perdata.

b. Tahap studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum
primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur
hukum, jurnal, skripsi), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia
hukum).

c. Tahap Klasifikasi dan Penafsiran, untuk memilah dan menafsirkan
norma hukum yang berkaitan dengan kedudukan media sosial
dalam transaksi jual beli serta kepastian hukum bagi para pihak
dalam perspektif hukum perdata.

d. Tahap Analisis Hukum, dengan menggunakan logika hukum dan
interpretasi normatif untuk membandingkan antara teori, peraturan,
dan praktik di lapangan.

e. Tahap Penarikan Kesimpulan, yang dilakukan secara deduktif

berdasarkan hasil analisis bahan hukum.
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4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data
dan informasi dari berbagai literatur hukum yang relevan, seperti buku,
jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan
yang menjadi objek kajian.!”

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian yuridis normatif ini
menggunakan studi dokumen (document study) sebagai instrumen
utama. Studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah,
mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai dokumen hukum seperti
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur
hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.'® Di samping itu,
dilakukan juga analisis terhadap berita dan laporan kasus yang
diterbitkan oleh media terpercaya sebagai data pendukung fenomena
aktual.

Dalam penelitian ini beberapa bahan hukum yang relevan:

a. Bahan hukum primer, diantaranya:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

17 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Cet. ke-1V),
Bayumedia Publishing, Malang, 2019, him. 47.

18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. ke-VI), Sinar Grafika, Jakarta, 2015,
hlm. 111.
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3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

4) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik

5) Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha,
Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

b. Bahan hukum sekunder: buku, artikel jurnal, skripsi, dan hasil
penelitian terdahulu.
c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum.
6. Analisis data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara
kualitatif, yaitu dengan menelaah isi data hukum secara mendalam
tanpa menggunakan rumus statistik atau angka-angka kuantitatif. Data
dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan bagaimana kedudukan
hukum media social yang dijadikan sarana jual beli, dan secara
evaluatif untuk mengkaji sejauh mana kepastian hukum para pihak.'’
7. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), sehingga

tidak dilakukan di lapangan. Namun lokasi referensial saat penelitian

ini dilakukan yaitu di perpustakaan Universitas Nusa Putra,

19 Ibid, hlm. 105.
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perpustakaan daerah Kabupaten Sukabumi dan perpustakaan umum

Kota Sukabumi.

8. Jadwal penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama bulan Februari 2025

hingga bulan Juli 2025, dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar

dalam tabel sebagai berikut:

KEGIATAN

BULAN

Penyusunan
Usulan

Penelitian

Penyusunan
Proposal

Skripsi

Pengumpulan

Data

Analisis Data

Penyusunan

Skripsi

G. Sistematika Penulisan dan Outline

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama,

yang saling terintegrasi untuk memberikan pemahaman menyeluruh
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mengenai permasalahan hukum yang diangkat. Penyusunan ini bertujuan
agar analisis yang dilakukan dapat tersampaikan secara logis dan terarah,
mulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan dan rekomendasi.
BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menguraikan secara sistematis mengenai latar
belakang permasalahan, rumusan masalah yang hendak dijawab, tujuan
dan kegunaan dari penelitian, serta pendekatan teoritis dan metodologis
yang digunakan. Kerangka pemikiran dalam bab ini didasarkan pada Teori
Pembangunan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Pada akhir bab
disajikan sistematika penulisan sebagai panduan pembaca.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pembahasan mengenai landasan teori dan konsep-
konsep hukum yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Di
antaranya mencakup tinjauan umum tentang Jual Beli dan tinjauan umum
tentang Sosial Media.
BAB III DATA PENELITIAN

Bab ini mengkaji data penelitian di antaranya berupa aplikasi yang
sering dijadikan sarana Jual Beli, Standar Operasional Prosedur aplikasi
yang sering dijadikan sarana Jual Beli, alasan aplikasi tersebut dijadikan
saran jual beli.
BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang menyajikan analisis

terhadap permasalahan hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya.
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Dalam konteks ini, dibahas kedudukan hukum penggunaan aplikasi media
sosial yang dalam praktiknya dimanfaatkan sebagai sarana jual beli oleh
masyarakat, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum para
pihak yang melakukan transaksi tersebut dalam kerangka hukum positif
Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada norma hukum
positif serta pandangan teoritis, dan diperkuat oleh data atau ilustrasi kasus
aktual.
BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, yang merupakan
jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama.
Simpulan memuat pemaparan ringkas namun padat mengenai temuan-
temuan penting dalam penelitian. Selain itu, diberikan pula saran sebagai
rekomendasi praktis dan normatif, baik kepada pembuat kebijakan, aparat

penegak hukum, maupun masyarakat.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab-bab

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Kedudukan hukum aplikasi media sosial sebagai sarana jual beli,
seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, tidak dapat diakui secara
resmi oleh pemerintah sebagai sarana perdagangan elektronik (e-
commerce). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31
Tahun 2023 dan PP Nomor 80 Tahun 2019, media sosial tidak dapat
dijadikan alat transaksi jual beli secara langsung, kecuali telah
mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) dan memenuhi berbagai kewajiban administratif
seperti penyediaan sistem pengaduan, perlindungan data konsumen,
dan tanggung jawab hukum. Sampai saat ini, media sosial hanya
diizinkan untuk fungsi promosi atau periklanan, bukan untuk transaksi
langsung. Dengan demikian, media sosial belum dapat secara sah
dijadikan alat transaksi jual beli dalam konteks hukum administrasi
dan perlindungan konsumen. Namun, dalam perspektif hukum perdata,
transaksi jual beli melalui media sosial tetap dianggap sah selama
memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek

tertentu, dan sebab yang halal. Transaksi ini merupakan wujud

75
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pelaksanaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam
Pasal 1338 KUH Perdata.

2. Kepastian hukum para pihak dalam transaksi jual beli melalui media
sosial masih tergolong lemah. Media sosial seperti WhatsApp,
Instagram, dan Facebook tidak memiliki mekanisme verifikasi pelaku
usaha, sistem pengaduan, ataupun penyelesaian sengketa yang dapat
melindungi konsumen dan pelaku usaha secara hukum. Akibatnya,
dalam kasus wanprestasi, penipuan, atau sengketa, pembuktian hukum
menjadi sulit dilakukan dan posisi konsumen maupun penjual menjadi
rentan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang
tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum
positif Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi
yang adaptif agar transaksi di media sosial memiliki kepastian dan
perlindungan hukum yang setara dengan transaksi melalui platform e-

commerce formal.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah: Diperlukan regulasi teknis yang secara khusus
mengatur jual beli melalui media sosial, baik dalam bentuk peraturan
pelaksana, SOP, maupun pedoman yang mewajibkan pelaku usaha
informal di media sosial untuk mendaftarkan diri dan tunduk pada
ketentuan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik.

2. Bagi Penyedia Platform Media Sosial: Perusahaan penyedia media

sosial seperti Meta (Facebook, Instagram) dan WhatsApp, sebagai
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fasilitator transaksi digital, perlu dilibatkan dalam kerangka regulasi
nasional, misalnya dengan menyediakan sistem verifikasi akun usaha,
fitur escrow (rekening bersama), serta kebijakan penanganan sengketa
dan pengaduan konsumen. Kolaborasi antara pemerintah dan penyedia
platform menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang
aman, adil, dan akuntabel.

. Bagi Konsumen: Konsumen harus lebih berhati-hati dan teliti dalam
melakukan transaksi via media sosial, misalnya dengan menyimpan
bukti digital transaksi, memverifikasi identitas penjual, dan
menggunakan metode pembayaran yang aman.

. Bagi Pelaku Usaha di Media Sosial: Pelaku usaha yang berjualan
melalui media sosial sebaiknya secara sukarela menerapkan standar
perlindungan konsumen dan transparansi informasi sebagaimana diatur
dalam PP No. 80 Tahun 2019 agar menciptakan kepercayaan dan
kenyamanan konsumen.

. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum: Perlu adanya kajian akademik
terkait format regulasi yang tidak hanya adaptif terhadap transformasi
digital, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan

konsumen.
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